BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Women Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang terhadap
perlindungan hukum bagi korban KBGO vyaitu dengan memberikan layanan
konsultasi kepada erban berupa-jlayanan,  bertatap muka secara langsung
maupun layanan konsultasi berupa konsultasi bersama korban melalui Hotline,
Email, Facebook, dan Instagram WCC Nurani Perempuan, layanan
pendampingan berupa pendampingan hukum dan pendampingan psikologis,
layanan pemeriksaan kesehatan yaitu pemulihan psikologi korban.

2. Kendala dan upaya yang di hadapi oleh  Women Crisis Center Nurani
Perempuan Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban
KBGO vyaitu kendalanya sulitnya koordinasi dengan pihak Kepolisian,
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana KBGO, korban merasa
takut untuk melakukan pengaduan,. Kendala saat memberikan pelayanan
pemulihan psikologis kepada korban, dan penggunaan Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi jika KBGO pada tahun 2020 sampai 2021
masuk ke ranah pengadilan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh WCC Nurani
Perempuan dalam menghadapi kendala ini antara lain memberikan solusi
alternatif kepada korban, memberikan konsultasi tidak hanya pada korban tetapi
juga keluarga korban, meyediakan layanan berupa pengaduan via hotline dan

media sosial WCC Nurani Perempuan untuk korban melakukan pengaduan,



WCC Nurani Perempuan berkoordinasi dengan sekolah, kampus, dan Dinas
Pendidikan agar korban tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan
pendidikan, bekerjama dengan LPSK untuk pemulihan psikologi korban,
menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar hukum
penyelesaian kasus KBGO mendatang dan melakukan pencegahan melalui

sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian penulis, berikut beberapa
saran yang ingin penulis berikan yaitu:

1. WCC Nurani Perempuan sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan
bagi korban kekerasan berbasis gender terutama korban KBGO yang mana pada
akhirnya diharapkan WCC Nurani Perempuan dapat memberikan keadilan bagi
korban. Maka dari itu, penulis berharap WCC Nurani Perempuan menambah
pekerja yang ahli dalam bidang hukum dan pendampingan korban berupa
psikolog sehingga jika ada kasus berikutnya WCC Nurani Perempuan tidak lagi
perlu menunggu bantuan dari lembaga lainnya. WCC Nurani Perempuan juga
diharapkan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengingat KBGO juga
terjadi pada siswa yang masih duduk di bangku sekolah.

2. Kepolisian sebagai pihak pertama yang akan membuka jalan bagi korban untuk
memproses kasus KBGO yang dialaminya diharapkan lebih memiliki kesadaran
akan KBGO. Kesadaran disini berarti pihak kepolisian diharapkan melalui
pelatihan bagaimanakah sikap kepolisian dalam menghadapi korban KBGO
serta diharapkan Polisi yang menangani kasus KBGO adalah polisi yang

memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban sehingga korban tidak merasa



takut untuk menunjukkan bukti tindak pidana KBGO kepada Polisi. Pihak
kepolisian juga diharapkan memberikan shock therapy bagi korban terutama
bagi korban yang sering dijadikan pelaku pada tindak pidana KBGO. Divisi
Cyber kepolisian juga diharapkan lebih memahami teknologi dan meningkatkan

alatnya agar bisa melacak pelaku yang ada di dunia maya.



